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PROVIilSI .'AWA TIMT'R
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TEITTAITG

TIU ASESOR DAIT TIU I(ER.'A PEITILAIAI| MAITDIRI
IITDEKS RTFORMASI HUKI'M KABT'PATEIT TREITGGALEI(

Menimbang a

Mengingat

BT'PATI TREITG{}ALEK,

bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks
reformasi hukum pada pemerintah Kabupaten
Trenggalek maka perlu membentuk Tim Asesor dan Tim
Penilaian Mandiri Kerja Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Asesor dan Tim Kerja penilaian

Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapra-ia Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan propinsi
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr,bahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang provinsi

Jawa Timur (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Presiden Nomor 8l Tahun 2OlO tentang Grand.

Des'tgn Reformasi Birolo.asi 2O I O-2O25;

Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dal Daerah Istimewa Jogjakarta. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 21ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor g2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor183, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 69g);
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6. Peraturan Presiden Nomor gZ Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang pembentukan peraturan perundang_

Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor g7 Tahun
2Al4 l.r-ntang Peraturan pelaksananaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan peraturan

Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2O22 terrtang

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada

Kementerian / kmbaga Dan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 8671;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 86);
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MEMUTUSKAN:

KESATU Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi

Hukum Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tim sebagai64116 dimaksud dalam DIKTUM KESATU

Keputusan Bupati ini bertugas :

a. Tim Asesor

melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data

dukung yang diajukan oleh Tim Kerja: dan

2. melakukan penilaian mandiri bagr Pemerintah

Kabupaten Trenggalek.

b. Tim Kerja

melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan

variabel penilaian indeks reformasi hukum: dan

2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA Segala biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas
sebagaiglzns dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggar an 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1

1

Ditetapkan di
pada tanggal,

ggalek

2423

BI'PATI

NUR ARIFIN



LAMPIRAIT

KEPUTUSAN BI'PATI TREI{GGALEK
rfoltloR : 188.45/158 I 40,6.0,0l.3 I 2U23
TEI{TATG TIM ASESTOR DAIT TIM KER^'A
PENILAIAN MANDIRI IITDEKS REFORMASI
HI'Ifi IM KABUPATEIT TREIT(X}ALEK

SUSI'ITAI{ XTAIIG}CKYTAAI5 TIU ASESOR DIIJT TIU XTRJA PEIIILAIAI{

If,AI{DIRI ITDEKS RTFORUASI HT'XUM XABT'PATEI{ TRTITGGALEK

ilo
JABATAIT

DALIIU TIU
JABATAI{ DALAM KEDINASAN KETERAITGAN

A TIM ASESOR

I

2

Koordinator

Asesor

Sekretaris Daerah Kabupaten

Trenggalek.

1. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten

Trenggalek.

2. Kepla Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Trenggalek.

B TIM KERJA

Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku

Subkoordinator Dokumentasi dan

Informasi Hukum Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Trenggalek.
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Anggota 1. Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Ahli
Muda selaku S ubkoordinator
Perundang-Undangan Bagan
Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Trenggalek.

2. Analis Hukum Ahli Muda selaku
Subkoordinator Kelompok

Substansi Bantuan Hukum dan
hak Asasi Manusia Bagran

Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Trenggalek.

3. Unsur Bagran Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Trenggalek.

l. Ryo Dwi Cahyanto, S.H.

2. Murieskha Apriline
Wljayanti, S.H.

3. Mega Ayu Ratnasari, S.H.

4. Sururul Fuadiyah, S.H.

5. Niken Damayanti, S.H.

6. Novia Rianti, S.H.

7. Sembodo Sukrnamukti,
s.H.

BT'PATI

ARIrtIY


